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KEPALA DESA  TRUKO 

KECAMATAN KANGKUNG KABUPATEN KENDAL 

 
PERATURAN DESA TRUKO 

NOMOR 3 TAHUN 2025 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  TRUKO 

TAHUN ANGGARAN 2025 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA  TRUKO, 
Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak 

sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena 
adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, 
perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa Tahun Anggaran 2025; 
b. bahwa sehubungan dengan adanya penetapan paling 

rendah 20% (dua puluh per-seratus) Dana Desa sebagai 
penyertaan modal Desa kepada BUM Desa, BUM Desa 
bersama, atau investasi bagi lembaga ekonomi masyarakat 

di Desa lainnya untuk ketahanan pangan sebagaimana 
tertuang dalam Keputusan Menteri Desa dan 

Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 
tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan 
Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan, maka 

perlu dilakukan penyesuaian terhadap Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Truko Tahun Anggaran 
2025; 

c. bahwa sebagaimana pasal 48 ayat (4) Peraturan Bupati 
Kendal Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa, bahwa perubahan APB Desa sebagaimana 
huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai 
Perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan 
Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025; 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan 
Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 
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  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 
12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta; 
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3079); 
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
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Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5717); 
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
57); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang 

Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 21); 
  14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 199); 
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang  Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093); 
  19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023  Nomor 960); 

  20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 160); 
 
 



4 
 

  21. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah 

Tertinggal, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk 
Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 
2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 

1000);  
  22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 201/PMK.07/2022 

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) 

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 

2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 
Nomor 4); 

  24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17); 

  25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan 
Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18); 
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal  Nomor 
152); 

  27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 

Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157); 

  28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 
Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159); 

  29. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kendal Nomor 6 
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 6); 
  30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di 
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 
2016 Nomor 80 Seri E No. 47); 

  31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang 
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor  50); 

  32. Peraturan Bupati Kendal  Nomor  80 Tahun 2019  tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 
Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan 

Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan 
Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah 

Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 81); 
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 38 Tahun 

2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38); 
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34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Kendal Tahun 2020 Nomor 38); 

35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan 

Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita 
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 17); 

36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 
Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghasilan Tetap, 
Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala 

DesaPengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di 
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 

2021 Nomor 17); 
37. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2024 

tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan 

Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Berita 
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 12); 

  38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2025 tentang 
Perubahan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 (Berita 
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 2); 

  39. Peraturan Desa Truko Nomor 05 Tahun 2016 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Truko 
(Lembaran Desa Truko Tahun 2016 Nomor 05); 

40. Peraturan Desa Truko Nomor 4 Tahun 2018 tentang  
Penyertaan Modal Desa pada Badan Usaha Milik Desa di 
Desa Truko Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal 

(Lembaran Desa Truko Tahun 2018 Nomor 4); 
41. Peraturan Desa Truko Nomor 3 Tahun 2023 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 
2024 (Lembaran Desa Truko Tahun 2023            Nomor 4); 

42. Peraturan Desa Truko Nomor 2 Tahun 2024 tentang 

Perubahan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa) Desa Truko Tahun 2023-2030 (Lembaran 
Desa Truko Tahun 2023 Nomor 2); 

43. Peraturan Desa Truko Nomor 3 Tahun 2025 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Desa Truko Nomor 4 Tahun 

2024 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kepada 
Badan Usaha Milik Desa “Berkah Amanah Truko” Tahun 
Anggaran 2025 (Lembaran Desa Truko Tahun 2025 Nomor 

3); 
 

Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  TRUKO 
Dan 

KEPALA DESA  TRUKO 
 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  TRUKO TAHUN ANGGARAN 

2025 
 

 

 
 

Pasal 1 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 
bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan Desa   

a. semula Rp. 1.871.823.820,00 

b. bertambah/(berkurang)  Rp. 0,00 

Jumlah pendapatan setelah 

perubahan 
Rp. 1.871.823.820,00 

2. Belanja Desa   

a. semula Rp. 1.791.836.618,00 

b. bertambah/(berkurang)  Rp. -159.000.000.00 

Jumlah belanja setelah 

perubahan 

Rp. 1.632.836.618,00 

Surplus/(Defisit) setelah 

perubahan 

Rp. 238.987.202.00 

3. Pembiayaan   

3.1. Penerimaan Pembiayaan Rp.  

a. semula Rp. 20.012.798,00 

b. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah penerimaan setelah 

perubahan 

Rp. 20.012.798,00 

3.2. Pengeluaran Pembiayaan   

a. semula Rp. 100.000.000,00 

b. bertambah/(berkurang) Rp. 159.000.000.00 

Jumlah pengeluaran setelah 

perubahan 
Rp. 259.000.000.00 

Selisih Pembiayaan (3.1 - 3.2) Rp. -238.987.202.00 

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan 
Anggaran 

Rp. 0,00 

 

 
Pasal 2 

 
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. 
 
 

Pasal 3 
 

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Desa. 
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Pasal 4 

 
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Truko. 
 

 
 
 

 
Ditetapkan di  Truko 
Pada tanggal  20 Juni 2025 

 
KEPALA DESA TRUKO 

 
 
 

ARY KUSUMAYANTO 
 

 
 
Diundangkan di  Truko 

Pada tanggal 20 Juni 2025 
 
SEKRETARIS DESA TRUKO 

 
 

 
AHMAD ABDUL RIYANTO 

 

 
 

 
LEMBARAN DESA TRUKO TAHUN 2025 NOMOR 3 


